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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga 

negara. Pendidikan nasional bertujuan untk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 

IV pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

 Lebih khusus lagi dalam pasal 3 Undang Undang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam 

rangka mencapai tujuan nasional khususnya di bidang pendidikan seperti yang 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-



 2 

Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, diperlukan usaha yang sungguh-

sungguh dalam pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan di Indonesia. 

 Salah satu faktor yang memiliki peran sentral dalam peningkatan kualitas 

pendidikan nasional adalah mutu pendidik atau guru. Menurut Zamroni (2000: 75) 

tugas guru adalah mengembangkan potensi siswa secara maksimal melalui 

penyajian mata pelajaran. Selanjutnya menurut Nurdin ( 2004: 14 ) dalam sebuah 

proses pendidikan, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

selain komponen lainnya, serta guru mempunyai tiga hubungan dengan peserta 

didik, yaitu hubungan instruksional, hubungan emosional,  dan hubungan 

spiritual. 

 Setiap mata pelajaran mempunyai nilai dan karakteristik tertentu yang 

mendasari materi pelajaran itu sendiri. Oleh karena itu setiap guru harus 

menyadari sepenuhnya bahwa pada saat menyampaikan materi pelajaran harus 

pula mengembangkan watak dan sifat yang mendasari mata pelajaran tersebut. 

Materi pelajaran dan aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran 

senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut seorang guru untuk selalu 

memperbaharui dan meningkatkan  ilmu pengetahuan yang dimilikinya secara 

terus menerus, bahkan harus mengembangkan ilmu pengetahuannya melalui 

berbagai kegiatan yang terkait dengan profesinya sebagai pendidik.  

Dalam pendidikan, Proses Belajar Mengajar (PBM) merupakan inti dari 

proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran 

utamanya.  Upaya untuk meningkatkan kualitas guru agar berkembang dan dapat 
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melaksanakan fungsinya secara profesional terus-menerus mencapai tujuan sesuai 

dengan kurikulum yang ada telah ditetapkan oleh Pemerintah.  Salah satu upaya 

untuk meningkatkan kualitas guru adalah melalui forum Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP), sebuah organisasi profesi yang menghimpun guru mata 

pelajaran sejenis. 

Tujuan pembentukan MGMP yang tertuang dalam Standar Pengembangan 

MGMP (Depdiknas, 2008: 4) adalah sebagai berikut: 

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya 

penguasaan substansi materi pelajaran, penyusunan silabus, penyusunan 

bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, 

memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber 

belajar, dsb. 

2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah 

kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan 

umpan balik. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan 

pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta 

kelompok kerja atau musyawarah kerja. 

4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah. 

5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja 

(meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan 

profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan 

profesionalisme di tingkat MGMP. 

6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin 

dari peningkatan hasil belajar peserta didik. 

7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat 

MGMP. 

 

   Keberhasilan MGMP dalam mewujudkan tujuan tersebut ditunjukkan oleh 

keberhasilan pengelolaannya. Semakin baik keberhasilan pengelolaan MGMP 

maka semakin efektif pula organisasi MGMP dapat mencapai tujuan yang telah 

diprogramkan. Pengelolaan MGMP mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi 

pengelolaan antara lain: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
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evaluasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan MGMP 

adalah peran kepemimpinan pengurus, partisipasi anggota dan pembinaan dinas 

pendidikan serta pihak lain yang peduli terhadap dunia pendidikan, misalnya 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

  Partisipasi anggota dalam kegiatan MGMP menjadi salah satu faktor 

penentu keberhasilan, sebab pada prinsip kegiatan MGMP merupakan kegiatan 

yang timbul dari guru sendiri didasari adanya motivasi untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalnya.  Dengan demikian partisipasi dari guru-guru mata 

pelajaran sejenis sebagai anggota MGMP dapat menjadikan kegiatan MGMP 

menjadi bermakna. Namun demikian masukan, saran dan kritik yang membangun 

untuk pemberdayaan MGMP dari anggota pada setiap pertemuan relatif kecil.   

  Menurut pengamatan, peneliti bahwa prinsip-prinsip menajemen mulai dari 

planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC) tidak tersusun sesuai 

kebutuhan profesional guru.  Kebutuhan profesional guru sendiri bermacam-

macam, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi yang meliputi 

pendalaman materi ajar, pembuatan perangkat pembelajaran, kebutuhan 

peningkatan profesi kepangkatan dan lain-lain.  Sebaliknya guru sendiri kurang 

memanfaatkan kegiatan MGMP karena kegiatannya membosankan dan tidak 

bermanfaat.  Akhirnya kecenderungan kurangnya partisipasi anggota pada 

kegiatan MGMP.  Kurangnya minat anggota untuk menghadiri pertemuan MGMP  

juga disebabkan kurangnya peranan pengurus dalam mengelola organisasi serta 

pembinaan dari dinas pendidikan . 
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Guna mewujudkan peran MGMP dalam pengembangan profesionalisme 

guru, maka peningkatan kinerja MGMP merupakan masalah yang mendesak 

untuk dapat direalisasikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja MGMP, antara lain melalui berbagai pelatihan instruktur dan guru 

inti/pemandu, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu 

pengelolaan MGMP. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan 

belum menunjukkan peningkatan kinerja MGMP yang berarti.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan analisis yang 

mendalam mengenai rendahnya kinerja MGMP. Dari berbagai pengamatan dan 

analsis, sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan kinerja MGMP tidak 

mengalami peningkatan secara merata (Depdiknas, 2008 : 2). Faktor pertama, 

kebijakan dan penyelenggaraan MGMP menggunakan pendekatan education 

production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara 

konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa MGMP berfungsi sebagai pusat 

produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam 

kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang 

dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input MGMP seperti 

pelatihan guru dan perbaikan sarana dan prasarana lainnya dipenuhi, maka 

peningkatan kinerja MGMP (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam 

kenyataan, peningkatan kinerja MGMP yang diharapkan tidak terjadi. Hal 

tersebut disebabkan selama ini dalam menerapkan pendekatan education 

production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dalam hal ini guru 
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yang mengikuti kegiatan MGMP dan kurang memperhatikan pada proses kinerja 

organisasi. Faktanya, proses kinerja sangat menentukan output kegiatan MGMP. 

            Faktor kedua, penyelenggaraan MGMP yang dilakukan masih belum dapat 

melepaskan dari sistem birokrasi pemerintah daerah, sehingga menempatkan 

MGMP sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru masih tergantung 

pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-

kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan guru setempat. 

Dengan demikian MGMP kehilangan kemandirian, motivasi dan insiatif untuk 

mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan 

profesionalisme guru sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mutu 

pendidikan nasional. 

           Faktor ketiga, akuntabilitas kinerja MGMP selama ini belum dilakukan 

dengan baik. Pengurus MGMP tidak memiliki beban untuk 

mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada sesama rekan 

guru, Kepala Sekolah Penanggung Jawab MGMP, Dinas Pendidikan dan stake 

holder pendidikan lainnya. 

           Faktor keempat, belum adanya panduan/petunjuk kegiatan kelompok kerja 

yang jelas untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi guru dan pengurus MGMP 

dalam melakukan aktivitas kelompok kerja atau musyawarah kerja. 

  Berbagai permasalahan yang menyangkut faktor penyebab belum 

optimalnya MGMP dalam menyelenggarakan fungsi dan perannya untuk 

mewujudkan tujuan harus dicarikan jalan keluar atau alternatif pemecahan.  

Dengan demikian perlu dilakukan pembenahan terhadap peran kepemimpinan 
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pengurus, partisipasi anggota dan pembinaan dinas pendidikan, karena ketiga 

faktor tersebut merupakan penentu keberhasilan pengelolaan MGMP dalam 

menjalankan fungsinya. 

   Dalam praktiknya keempat faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain.  

Guna membuktikan bahwa keberhasilan pengelolaan MGMP mempunyai 

hubungan yang erat dengan pelaksanaan peran pengurus, partisipasi anggota dan 

pembinaan dinas pendidikan diperlukan adanya suatu penelitian.  Hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul ”Kontribusi 

Kepemimpinan Pengurus, Partisipasi Anggota dan Pembinaan Dinas Pendidikan 

Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA Kota 

Semarang” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Organisasi dimana guru berkumpul untuk mengaktualisasikan 

kemampuannya mengatasi masalah pembelajaran di kelas adalah MGMP.  

Tujuan pembentukan MGMP sudah jelas diuraikan di depan, maka 

permasalahan yang timbul adalah seberapa jauh tujuan pembentukan 

MGMP tersebut terealisir.  Kenyataan di lapangan banyak permasalahan 

yang dihadapi guru, diantaranya adalah teknik/metode yang tepat pada 

proses pembelajaran, perubahan kurikulum, perkembangan IPTEK, sampai 

masalah kepangkatan guru. MGMP diharapkan dapat memecahkan 
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permasalahan yang dihadapi guru.  Masalah perkembangan kurikulum yang 

sekarang berlaku, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  

penuh dengan aspek kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.  MGMP 

diharapkan dapat membantu mengatasi masalah guru tersebut.  Oleh karena 

itu diperlukan pengelolaan MGMP yang baik dan berfungsi secara optimal, 

seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan MGMP. 

2. Pengelolaan MGMP akan berfungsi secara optimal jika pengurusnya  

berperan secara aktif.  Peran pengurus sebagai pemimpin yang dapat 

memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan MGMP belum 

dilaksanakan secara optimal. 

3. Guru-guru mata pelajaran sejenis sebagai anggota MGMP harus 

berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan MGMP karena semua 

kegiatan tersebut bermuara pada peningkatan profesionalisme dan 

kompetensi guru.  

4. Dinas pendidikan bertugas melakukan pembinaan terhadap pendidik dan 

tenaga kependidikan. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui MGMP 

yang mewadahi guru-guru mata pelajaran sejenis. Selama ini pembinaan 

yang dilakukan masih kurang, sehingga ada kesan bahwa dinas pendidikan 

tidak aktif mengontrol pengelolaan MGMP.  

C. Pembatasan Masalah 

Keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga dan biaya, serta untuk 

menjaga agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka diperlukan adanya 
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pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Pelaksanaan peran kepemimpinan pengurus MGMP dibatasi pada peran 

komunikasi, hubungan antar pribadi, serta peran pengelola organisasi 

kurang mencukupi sehingga membuat kurang maksimalnya keberhasilan 

pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang.    

2. Partisipasi anggota MGMP pada kegiatan MGMP, mencakup kehadiran,  

keaktifan dalam rapat dan evaluasi pelaksanaan MGMP kurang mendukung 

keberhasilan pengelolaan MGMP sehingga membuat kurang maksimalnya 

keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang. 

3. Pembinaan dinas pendidikan meliputi seleksi calon pengurus MGMP, 

pendampingan dan monitoring kegiatan serta evaluasi kegiatan MGMP IPA 

SMP Kota Semarang kurang maksimal sehingga membuat kurangnya 

keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang.  

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Adakah kontribusi 

kepemimpinan pengurus, partisipasi anggota dan pembinaan dinas pendidikan 

terhadap keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang, baik 

secara simultan maupun parsial. 

Masalah tersebut sebenarnya mencakup 4 poin, yaitu : 
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1. Apakah terdapat kontribusi positif kepemimpinan pengurus, partisipasi 

anggota dan pembinaan dinas pendidikan terhadap keberhasilan 

pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang? 

2. Apakah terdapat kontribusi positif kepemimpinan pengurus terhadap 

keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang? 

3. Apakah terdapat kontribusi positif partisipasi anggota terhadap 

keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang? 

4. Apakah terdapat kontribusi positif pembinaan dinas pendidikan terhadap 

keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang? 

 

E. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kepemimpinan 

pengurus, partisipasi anggota dan pembinaan dinas pendidikan terhadap 

keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang, baik secara simultan 

maupun parsial. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mengetahui kontribusi positif kepemimpinan pengurus, partisipasi anggota dan 

pembinaan dinas pendidikan secara simultan terhadap keberhasilan 

pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang. 

2. Mengetahui kontribusi positif kepemimpinan pengurus terhadap keberhasilan 

pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang. 

3. Mengetahui kontribusi positif partisipasi anggota terhadap keberhasilan 

pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang. 
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4. Mengetahui kontribusi positif pembinaan dinas pendidikan terhadap 

keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai acuan oleh peneliti berikutnya, serta dapat memberikan informasi untuk 

pengembangan teori yang berkaitan dengan pengembangan MGMP. 

Sedangkan manfaat praktisnya adalah sebagai berikut : 

1.   Dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kepemimpinan pengurus  

      MGMP IPA SMP Kota Semarang. 

2. Dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan partisipasi anggota      

MGMP IPA SMP Kota Semarang. 

3. Dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pembinaan dinas 

pendidikan Kota Semarang. 

4. Dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan 

MGMP IPA SMP  Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 


